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ABSTRAK

Etnis Yazidi merupakan minoritas agama/etnis berbahasa Kurdi yang
telah mempertahankan kepercayaan mereka berdasarkan adat turun temurun.
Kelompok ini tinggal di Provinsi Nineveh di Iraq utara. Komunitas lain berada
di Transkaukasia, Armenia, Azerbaijan, Turki, dan Suriah. Kelompok ini
sebenarnya adalah sekte agama yang menyembah satu Tuhan dan
menghormati tujuh malaikat. Pada dasarnya, latar belakang dari penulisan ini
adalah kasus yang terjadi pada pertengahan tahun 2014 yang menjadi topik
perbincangan dunia internasional mengenai aksi pembunuhan militan ISIS
terhadap enis Yazidi di Irag. Hal ini berladaskan bahwa ISIS ingin
memurnikan Iraqg dan negara-negara tetangga dari pengaruh non-Islam.
Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana
regulasi kebebasan sipil di Iraq terhadap entis minoritas seperti etnis Yazidi
dan bagaimana tinjauan pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS
terhadap etnis Yazidi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori
siyasah dusturiyah, dalam teori siyasah dusturiyah ini di dalamnya mencakup
persoalan imamah yaitu bagaimana pentingnya sebuah perumusan suatu
perundang-udangan yang diatur oleh seorang pemimpin. Peneliti juga melihat
pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS terhadap etnis Yazidi dari sudut
pandang siyasah syar’iyyah, dalam teori siyasah syar’iyyah ini yang di
dalamnya mencakup konsep hukum-hukum dan hak-hak bagi anak Adam
yaitu hukum-hukum dan hak-hak setiap manusia yang dijamin dalam Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) menggunakan
metode deskriptif-analisis, dimana objek kajiannya adalah kebebasan sipil di
Iraq.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi
kebebasan sipil di Irag, pengaturan bagi etnis minoritas seperti etnis Yazidi.
Disamping itu juga, penulisan ini juga bertujuan bagaimana Islam melihat aksi
pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS terhadap etnis Yazidi.

Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa regulasi kebebasan
sipil di Iraq tidak sesuai dengan siyasah dusturiyah dalam hal kebebasan
dalam beragama, kebebasan rasa aman, kebebasan untuk memperoleh tempat
tinggal dan kebebasan untuk berpergian. Dalam konsep siyasah syar’iyyah
melihat pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS bahwa di sini peneliti
melihat aksi tersebut melanggar konsep hukum-hukum dan hak-hak anak
Adam, dari konsteks penyesuaian dengan prinsip-prinsip dilihat dari kacamata
Islam, hal tersebut juga berdasarkan sebagaimana hak-hak warga negara
dalam suatu negara.

Kata kunci: etnis Yazidi, ISIS, berkeyakinan, aksi, Iraq.
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MOTTO

“Don't die before your death”

-Muniba Mazari
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelompok Yazidi merupakan minoritas agama/etnis berbahasa
Kurdi yang telah mempertahankan kepercayaan mereka berdasarkan adat
turun temurun.? Kelompok ini tinggal di Provinsi Nineveh di Iraq utara.
Komunitas lain berada di Transkaukasia, Armenia, Azerbaijan, Turki,
dan Suriah. Kelompok ini sebenarnya adalah sekte agama yang
menyembah satu Tuhan dan menghormati tujuh malaikat. Kepercayaan
mereka diyakini berasal dari zaman Zoroastrianisme Persia, yang

berlangsung sebelum kedatangan Kristen dan Islam.?

Praktek dan spiritualitas kelompok Yazidi ini meliputi sejumlah
elemen dan tradisi Kristen, Islam dan Yahudi. Para pengikutnya meyakini
bahwa mereka diciptakan terpisah dari manusia lainnya dan merupakan
keturunan Adam, namun bukan Hawa. Pada dasarnya juga Etnis Yazidi,
yang bukan Arab atau Muslim, merupakan sebuah suku yang memeluk
kepercayaan kuno dan berjumlah tak lebih dari lima ratus ribu orang yang
terkonsentrasi di wilayah Irag yang tak jauh dari perbatasan dengan

Suriah.

! Megah Cinthya. Peran UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR
REFUGEES (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Yazidi Di Irak (2014-2017). (Jurnal
Online Mahasiswa: Universitas Riau) Jom FISIP Volume 4 No. 2 Oktober. 2017. him. 2.

2http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2014-08-08/yazidi-minoritas-
agama-di-irak-yang-keberadaannya-terancam/1354650. Diakses Pada Tanggal 02
Desember 2017. Jam 11:27 WIB.



Pada tanggal 11 Agustus 2014%, kelompok Negara Islam Irak dan
Suriah (I1SIS) membunuh sedikitnya 500 warga sekte Yazidi di Irak. Pada
hari itu juga Menteri Hak Asasi Manusia Irak, Mohammed al-Sudani
melaporkan bahwa pembunuhan masal tersebut menambah daftar
panjang kekejaman yang dilakukan oleh kelompok ISIS di Irak. Tidak
berhenti sampai disitu, kelompok ISIS menentang adanya Etnis Yazidi
tersebut pertentangan ini berlanjut dengan melakukan tindakan Genosida
yakni tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan
secara keseluruhan atau sebagian, bangsa, etnis, ras atau kelompok
agama. ISIS sendiri menindas etnis Yazidi yang berbahasa Kurdi itu
karena mereka tidak memeluk kepercayaan yang diturunkan mulai dari

Nabi Abraham atau Ibrahim hingga ke agama Islam.

Laporan Perserikatan Bangsa-bangsa yang dirilis pada Kamis 16
Juni 2016 menjabarkan bahwa ISIS secara sistematis menculik kaum
Yazidi sejak Agustus 2014 dengan tujuan menghapus identitas mereka.
Dalam sebuah laporan media sebelumnya juga disebutkan, lebih dari
1.100 orang Kristen telah dibunuh ISIS. Belum lagi yang diculik,
diperkosa, dijual sebagai budak dan diusir dari rumah mereka, yang

diikuti dengan perusakan gereja.

Kebebasan sipil merupakan hak seseorang untuk melakukan

transaksi, menanggung tugas dan kewajiban, memiliki benda bergerak

8 https://international.sindonews.com/read/889847/43/isis-bunuh-500-warga-
yazidi-korban-dikubur-hidup-hidup-1407719906. Diakses Pada Tanggal 02 Desember
2017. Jam 11:40 WIB.



maupun tidak bergerak, dan mengelola segala sesuatu miliknya.* Pada
ketetapannya dalam kebebasan hak-hak sipil, agama Islam tidak
membeda-bedakan manusia karena perbedaan bangsa, tingkatan
kedudukan, atau keturunan. Islam juga menetapkan orang kafir Dzimmi
yang tinggal di negara Islam atau di negara yang tunduk kepada
pemerintahan Islam pada dasarnya mempunyai hak-hak sipil yang sama

dengan orang-orang Islam.

Kepercayaan etnis yazini ini tidak semata-mata diterima oleh
Kelompok pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi, bahkan pimpinan
kelompok tersebut menawarkan para warga monoritas di Irak khususnya
etnis yazidi untuk pindah keyakinan atau memilih mati.®> Dari hal tersebut
bisa di lihat bahwa salah satu alasan kelompok pimpinan Abu Bakar Al-
Baghdadi menyerang serta melakukan genosida terhadap etnis Yazidi.
Dimana bahwa tindakan Genosida merupakan tindakan yang dilakukan
dengan maksud untuk memusnahkan secara keseluruhan atau sebagian,

bangsa, etnis, ras atau kelompok agama.

Konsekuwensi yang terjadi akhirnya merujuk kepada, hak-hak
sipil bagi etnis Yazidi yang memerlukan perlindungan dan pengakuan
dari pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, jaminan atas penegakan
hukum merupakan tanggung jawab negara terhadap pelanggaran-
pelanggaran yang ada. Bagir Manan mantan ketua Mahkamah Agung,

juga menjelaskan bahwa hak-hak sipil merupakan hak-hak negative

4 Abdul Wahid Wafie, Kebebasan Dalam Islam (Terjemahan). (Bandung: Sinar
baru Algensindo) 1994, Him. 1.

5 https://international.sindonews.com/read/889847/43/isis-bunuh-500-warga-
yazidi-korban-dikubur-hidup-hidup-1407719906. Diakses Pada Tanggal 09 Desember
2017. Jam 16:35 WIB.



(negative rights) dalam arti negara atau pemerintah dilarang mencampuiri.
Sedangkan sebaliknya, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya serta hak-
hak solidaritas adalah hak-hak positif (positive rights) yang menghendaki

campur tangan negara atau pemerintah.®

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti
tentang regulasi kebebasan sipil etnis yazidi berdasarkan Teori Siyasah
Dusturiyyah serta, bagaimana pandangan Siyasah Syar’iyyah tentang
pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis
merumuskan permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis:

1. Bagaimana siyasah dusturiyah melihat regulasi kebebasan sipil di

Iraq?

2. Bagaimana tinjauan siyasah syar’iyyah tentang pemaksaan
berkeyakinan yang dilakukan ISIS terhadap etnis Kristen Yazidi?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan bagaimana regulasi kebebasan sipil etnis
yazidi di Iraq dilihat dari siyasah dusturiyah.

b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan siyasah syar’iyyah
tentang pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS terhadap
etnis Kristen Yazidi.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

6 Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia.
(Bandung: PADJADJARAN) Jurnal IImu Hukum volume 3 No. 3. 2016, him. 460-461.



Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi ilmu Hukum
Tata Negara khususnya dalam implementasi kebijakan.
b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan
dan mengantisipasi masalah, khususnya mengenai regulasi
kebebasan sipil etnis Yazidi di Iraq.
c. Sebagai bahan tambahan informasi bagi pihak yang ingin
melakukan penelitian serupa.
D. Telaah Pustaka
Pada dasarnya, telaah pustaka merupakan salah satu etika ilmiah
yang dimanfaatkan untuk memberi kejelasan informasi yang sedang dikaji
dan diteliti. Sebagaimana salah satu tujuannya untuk mengetahui apa yang
sudah dan belum diteliti berkaitan dengan topik penelitian yang sedang
dipilih. Kemudian untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh
mengenai berbagai variasi perilaku atau fenomena dalam topik penelitian.
Alasanya juga dapat berupa melakukan tinjauan literatur guna
menemukan beberapa hal, misalnya gambaran bagaimana penelitian
dengan topik yang sama atau mirip telah dilakukan oleh peneliti lain, juga
penggunaan konsep-konsep tertentu oleh peneliti lain yang mungkin juga
akan digunakan atau setidaknya dianggap relevan dan temuan-temuan
empirik oleh peneliti lain yang mungkin dapat dirujuk. Oleh sebab itu,
sesuatu yang sangat menarik dalam penelitian kualitatif terkait dengan
telaah pustaka ini adalah, bahwa telaah pustaka tetap dilakukan pada saat

peneliti mencoba mengupayakan analisis data dan hendak menarik



simpulan. Sehingga, ada kemungkinan peneliti harus membuang sebagian
data yang diyakini tidak relevan terhadap pembahasana peneliti , serta
mengganti konsep yang telah dijelaskan sebelumnya dengan konsep baru
atau konsep lain yang lebih tepat, atau peneliti harus membuang
pandangan-pandangan  teoritik dan atau temuan peneliti lain yang
belakangan diyakini tidak atau kurang relevan lagi untuk diganti dengan
pandangan teoritik lain yang sekiranya lebih dapat membantu upaya
memahami kecenderungan dari data yang ada.’

Pada akhirnya, sebelumnya penyusun menelaah beberapa karya
yang dianggap satu tema dengan penyusun skripsi ini. Ada beberapa
literature yang bisa dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam
pembahasan ini, penyusun menemukan beberapa referensi antara lain:

Pertama Jurnal berjudul “Peran UNITED NATIONS HIGH
COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) Dalam Menangani
Pengungsi Yazidi Di Irak (2014-2017)”. Dalam Jurnal tersebut
menyebutkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014, Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) mengumumkan bahwa krisis Yazidi merupakan Kkrisis
tingkat tertinggi "Darurat Level-3". Hal tersebut terkait skala dan
kompleksitas situasi yang dialami etnis Yazidi, menyangkut puluhan ribu
orang yang menderita akibat serangan ISIS. Darurat Level-3 menunjukkan
perlunya mobilisasi sumber daya tambahan berupa barang, dana dan aset
untuk memastikan respon yang lebih efektif untuk kebutuhan kemanusiaan

penduduk yang terkena dampak dari pengusiran.

7 Pawito. Penelitian Komunikasi Kualitatif. (Yogyakarta: LkiS) 2007, hal. 81.



Pada dasarnya jurnal ini juga menjelasakan bagaimana ISIS, yakni
suatu organisasi politik dan militer Islam radikal berupa filsafat politik
yang berusaha untuk memaksakan ideologinya berlaku untuk seluruh
Muslim maupun non-Muslim. Dari ideologi tersebut muncul aksi serangan
besar-bersaran yang hampir dua ratus ribu warga sipil, sebagian besar etnis
Yazidi melarikan diri dari pertempuran. Sekitar lima puluh ribu orang
melarikan diri ke Pegunungan Sinjar. Di pegunungan ini warga Yazidi
terjebak tanpa makanan, air, perawatan medis, menghadapi bencana
kelaparan dan dehidrasi. Kelompok ekstrimis ISIS juga memaksa lebih
dari 400 ribu warga Yazidi untuk mengungsi.

Akibatnya warga yang pergi meninggalkan negara asalnya atau
tempat tinggal sebelumnya, meninggalkan sebagian besar hidup, rumah,
kepemilikan dan keluarganya. Lain dari pada itu pengungsi ini tidak dapat
dilindungi oleh negara asalnya karena terpaksa meninggalkan negaranya.
Maka dari itu, jurnal ini membahasa bagaimana perlindungan dan bantuan
kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional. Yakni
UNHCR di bawah naungan PBB hadir memberikan perlindungan
internasional kepada para pengungsi serta mengupayakan pencarian solusi
permanen terhadap masalah pengungsi Yazidi dengan bekerja sama
bersama pemerintah negara dalam menangani urusan pengungsi.

Perbedaan dari pembahasan peneliti dari jurnal ini berupa
pengaturan serta peran UNHCR dalam mengatasi pengungsian Yazidi di
Irag sedangkan peneliti membahas mengenai bagaimana pengaturan aksi

serangan tersebut dikaji menurut Instrumen HAM Internasional berupa



Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap semua orang dari
tindakan penghilangan secara paksa.

Kedua, paper yang ditulis oleh Christian dengan judul “Iraq’s
Yezidis A Religious and Ethnic Minority Group Faces Repression and
Assimilation”. Paper ini disusun oleh Christian Peacemaker Teams (CPT)
atau tim perdamaian di Irak. Dalam paper ini menjelaskan bagaimana para
tim keadilan bertemu dengan anggota Asosiasi Akademik & Budaya
Yezidi dan Gerakan Politik Yezedi untuk Reformasi dan Kemajuan.
Dengan alasan yazidi sangat prihatin karena mereka merasa dipaksa untuk
berasimilasi atau di paksa menyesuaikan ke dalam budaya dan identitas
Kurdi.

Akibanya yazidi mengalami ketidakadilan dengan cara yang sangat
spesifik, mulai dari gangguan pemilihan, hingga ancaman, hingga
pertanyaan konstitusional. Kelompok Yazidi juga khawatir bahwa hak
mereka sebagai budaya dan etnis yang terpisah akan lenyap di Irak.
Perbedaan dengan pembahasan sebelumnya pada paper ini adalah
bagaimana kelompok Yazidi di paksa menyesuaikan ke dalam budaya dan
identitas Kurdi sebelumnya serta ketidak adilan yang dilalui kelompok
yazidi berupa ancaman dan pertanyaan konstitusional.®

Ketiga, laporan UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS vyang
berjudul “They came to destroy: ISIS Crimes Against the Yazidis”.
Laporan ini menjelaskan tentang peristiwa kejahatan yang menimpa etnis
yazidi, berdasarkan laporan yang di terbitkan pada 15 juni 2016 tersebut

disebutkan ISIS telah melakukan kejahatan genosida serta beberapa

8 Christian Peacemaker Teams in lraq. Iraq’s Yezidis A Religious and Ethnic
Minority Group Faces Repression and Assimilation. 25 September 2005.



kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang di tujukan
melawan etnis yazidi, berdasarkan laporan tersebut ISIS juga berusaha
menghancurkan etnis yazidi dengan cara pembunuhan masal, perbudakan
seksual, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi serta merendahkan
martabat manusia dan pemindahan paksa yang menyebabkan kerugian
fisik dan mental yang serius bagi etnis yazidi.

Pada akhirnya juga kondisi kehidupan yang di lalui etnis yazidi ini
membawa kematian yang lambat, yang menjadi alasan seperti tindakan
untuk mencegah anak-anak yazidi tidak dilahirkan, pemisahan pria dan
wanita etnis yazidi, dan trauma mental yang dialami serta juga hal yang
sangat di rasakan bagi etnis yazidi berupa pengalihan anak-anak yazidi
dari keluarga mereka sendiri dan menempatkan mereka dengan pejuang
ISIS.° Perbedaan dengan pembahasan sebelumnya pada laporan
internasional ini berupa laporan mengenai tidakan-tindakan yang
dilakukan ISIS untuk menghapus etnis yazidi serta kondisi etnis yazidi
setelah adanya aksi tersebut.

Keempat, dalam buku yang di tulis oleh Ihsan Ali-Fauzi dan Saiful
Mujani yang berjudul “Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi
Kritis atas Perda Syari’ah”. Buku ini diterbitkan di Jakarta atas kerja sama
dari beberapa lembaga di Jakarta yakni Freedom institute, Lembaga Survei
Indonesia (LSI), The Indonesia Institute (TII), dan Jaringan Islam liberal
(JIL) dan individu yang peduli dengan penegakan hak-hak sipil. Salah satu
tujuan dari penulisan buku ini adalah penulis mengkritisi tumbuhnya

berbagai perda (peraturan daerah) yang bernuansa Syari’ah dan

® United Nations Human Rights, They came to destroy: ISIS Crimes Against the
Yazidi, 15 June 2016.
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mengadvokasikan perubahannya tersebut. Perbedaan dari pembahasan
peneliti dari buku ini adalah berupa dari segi pembahasannya buku ini
hanya membahas kebebasan sipil yang di khususkan di Indonesia dan
sedangkan untuk studinya buku ini hanya mengkritisi tumbuhnya berbagai
perda syaria’ah di Indonesia.®

Kelima, dalam buku Ahmed An-Na’im Abdullah yang berjudul
“Dekontruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan
Hubungan Intrenasional dalam Islam membangun standar universal
terhadap kebebasan sipil” dalam buku ini Abdullah Ahmed An-Na’im
menjelaskan bahwa ia memiliki kesulitan tersendiri dalam hal kebebasan
sipil, dimana yang melintasi batas kultural, khususnya agama, adalah
bahwa masing-masing tradisi mempunyai kerangka acuan atau frame of
reference internalnya sendiri, karena masing-masing tradisi menjabarkan
logika berfikir ajaran dan ajaran dan norma-normanya dari sumber-
sumbernya sendiri. Menurut An-Na’im juga jika suatu tradisi kultural,
khususnya berupa agama yang berhubungan dengan tradisi lain, maka
kemungkinan yang terjadi adalah hubungan secara negative dan bahkan
dengan cara permusuhan, seperti pemusnahan kelompok masyarakat
tersebut.™

Perbedaab dari pembahan peneliti dari buku ini dimana dekontruksi
Syariah ini hanya menjelaskan bagaimana kebebasan sipil itu menurut

islam kemudian An-Na’im merumuskan juga dimana tradisi kulturan yakni

10 Ihsan Ali-Fauzi dan Saiful Mujani, Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan
Advokasi Kritis atas Perda Syari’ah, (Jakarta: Nalar, Cet. Pertama, 2009), him. 4.

11 Abdullah Ahmed An-Na’im. Dekontruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil,
Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Intrenasional dalam Islam. (Yogyakarta: LKiS) 1994,
him. 308-309.
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agama berhubungan dengan tradisi lain maka ada sesuatu yang negatif
akan terjadi menurutnya.

Keenam, dalam buku karya Abdul Wahid Wafie, yang berjudul
“Kebebasan Dalam Islam (Terjemahan)” terbitan tahun 1994. Dalam
bukunya Abdul Wahid Wafie menjelaskan bahwa kebebasan sipil
merupakan hak seseorang untuk melakukan transaksi, menanggung tugas
dan kewajiban, memiliki benda bergerak maupun tidak bergerak, dan
mengelola segala sesuatu miliknya. Dilain hal juga ia menjelaskan
kebebasan sipil di dalam islam tersebut, sebagaimana islam memberikan
kebebasan sipil kepada semua orang.*?

Salah satu perbedaan yang menonjol dari pembahasan peneliti
bahwa Abdul Wahid Wafie dalam bukunya ini tidak hanya membahas
kebebasan sipil di dalam islam namun ia juga mencoba membandingkan
dengan merumuskan kebebasan sipil yang didapatkan dari agama-agama
selain islam.

Ketujuh, skripsi yang di tulis oleh Saepul Agna mahasiswa UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “The Wahid Institute dan
Gerakan Kebebasan Beragama di Indonesia: Perspektif Gerakan Sosial”.
Di lihat dari yang melatar belakangi penelitian skripsi ini berupa
penegasan konstitusi maupun ratifikasi kovenan internasional yang
merupakan instrumen pokok hak asasi manusia terkait kebebasan
beragama. Yang pada akhirnya The Wahid Institute lembaga yang
mewujudkan prinsip dan cita-cita intelektual Abdurrahman Wahid dalam

membangun pemikiran Islam, seperti yang di jelaskan skripsi ini berupa

12 Abdul Wahid Wafie, Kebebasan Dalam Islam (Terjemahan). (Bandung: Sinar
baru Algensindo) 1994, him. 2.
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menjalankan gerakan kebebasan beragama. Ketika intensitas tinggi
pelanggaran kebebasan beragama mengemuka, gerakan kebebasan
beragama Wahid Institute menjalankan beragam usaha mengarah tiga
level permasalahan kebebasan beragama, yaitu, regulasi dalam struktur
negara termasuk relasi negara dengan Majelis Ulama Indonesia.*®

Wahid Institute dan Gerakan Kebebasan Beragama juga menjadi
objek kajian skripsi ini, dimana penulis skripsi tersebut menggunakan
Wahid Institute tersebut buka hanya sebagai objek kajian namun juga
untuk membedah bagaimana membangun pemikiran Islam dalam gerakan
sosial, ini juga merupakan salah satu perbedaan dari kajian penulisan
skripsi penulis.

Kedelapan, buku yang ditulis oleh Nouh ElI Harmouzi dan Linda
Whetstone (Eds) yang berjudul “Islam dan Kebebasan: Argumen Islam
untuk Masyarakat Bebas (terjemahan)” yang di terjemahkan oleh Suryo
Waskito tahun 2017. Dalam pembahasan buku ini ia menjelaskan
bagaimana pengertian umum kebebasan dan islam khususnya pada bab
Kebebasan, agama, dan Islam. Kebebasan dirumuskan menjadi dua yakni
perbedaan antara kebebasan negatif dan positif. Kebebasan menurut buku
ini artinya tidak mengalami kekerasan sehingga orang tersebut bisa
menjalani hidup sesuai keinginannya sendiri. Kebebasan melahirkan ruang
pribadi bagi seseorang dan ia bebas menentukan keputusannya sendiri.
Agar seseorang bisa merasakan kebebasan, keputusan dan/atau tindakan
mereka tidak harus sesuai dengan gaya hidup yang ideal. Satu-satunya

kriteria hanyalah aktivitas tersebut tidak mengganggu individu lain.

13 Saepul Agna, The Wahid Institute dan Gerakan Kebebasan Beragama di
Indonesia: Perspektif Gerakan Sosial, Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, (2012) him. 2-3.
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Tidak sampai di situ juga, dalam buku ini juga membahas konsep
kebebasan positif, dimana dapat digunakan oleh orang yang berpikiran
religius maupun non-religius. Bagi individu non religius, contohnya,
seseorang bisa dianggap bebas jika mereka mampu menahan godaan
budaya konsumerisme atau diartikan budaya yang berlebih-lebihan.**

Kesembilan, paper yang di tulis oleh Mahasiwa FKIP Universitas
Lampung Diana Puspita dkk, yang berjudul “Irak Pasca Invansi Amerika
Serikat”. Salah satu tujuan dari penelitian paper ini yakni untuk
mengetahui perubahan sosial di Irak akibat invasi AS. Perubahan sosial
yang muncul di Irak pasca invasi diantaranya berupa adanya konflik antara
Sunni dan Syiah, kemudian merosotnya moral rakyat Irak dan
merajalelanya perkembangan terorisme di Irak pasca invasi Amerika
Serikat di Irak. Juga yang dirasakan dari invansi tersebut adalah adanya
konflik antara kelompok Syiah dan Sunni serta Kurdi, yang mana ketiga
kelompok tersebut berlomba untuk memperebutkan kursi kekuasaan di
Irak.'®

Perbedaan dari pembahasan peper tersebut yakni dalam peper ini
penulis melakukan penelitian mengkhususkan pada perubahan sosial yang
terjadi di Irak pasca invansi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dalam
pembahan paper ini juga bagi peneliti bisa menjadi bahan tambahan untuk
penyusunan skripsi peneliti tentang Irak.

Kesepuluh, skripsi yang disusun oleh Ahmad Khoirul Mizan

mahasiwa fakultas adab dan budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

14 Nouh El Harmouzi dan Linda Whetstone (Eds), Islamic Foundations of a Free
Society, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Suryo Waskito (London: The
Institute of Economic Affairs, 2016) him. 13-14.

15 Diana Puspita dkk, Irak Pasca Invansi Amerika Serikat, Paper Mahasiwa FKIP
Universitas Lampung, (2013) hal. 1-2
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dengan judul “Etnis Kurdi: Perjuangan Memperoleh Otonomi Khusus di
Irak (1920-1921)” skripsi ini menjeaskan bagaimana etnis kurdi berjuang
memperoleh otonomi khusus bagi mereka. Pasca perjanjian sevres 1920,
dikatakan etnis kurdi berjuang menuntut pemerintah Irak untuk
merealisasikan perjanjian tersebut, yakni etnis kurdi di perbolehkan
mendirikan pemerintahan sendiri. Perjuangan etnis kurdi ini tidak semata-
mata diterima oleh pemerintah Irak, bahkan ada yang melakukan genosida
terhadap tuntutan etnis kurdi ini.®

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa perbedaan dari
penulisan skripsi yang sedang peneliti kaji yakni untuk pembahasan
mengenai pemerintahan Irak bisa menjadi tambahan bahan untuk peneliti
nanti. Walaupun dilain hal skripsi ini membahas etnis kurdi namun
tendapat persamaan kajiian yakni kajian tentang pemerintahan Irak.
E. Kerangka Teori

1. Teori Siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah adalah bagian figh siyasah yang membahas
masalah perundang-undangan negara, antara lain konsep-konsep konstitusi
(undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan
dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-
undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting
dalam perundang-undangan tersebut.!’ Di samping itu membahas juga

hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara serta hak-

16 Ahmad Khoirul Mizan, Etnis Kurdi: Perjuangan Memperoleh Otonomi
Khusus di Irak (1920-1921), Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015)
him. 1-3

1 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi doktrin politik islam,
(Jakarta: Kencana Pernada Group, 2014), him. 177.
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hak warga negara yang wajib dilindungi. Seperti kebebasan sipil
masyarakatnya.

Dalam siyasah dusturiyyah diatur pula hubungan timbal balik
antara pemerintah dengan rakyat, kepala negara atau imam seseorang yang
dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi
kemaslahatan bersama. Karena kedudukannya yang sama dengan manusia
lainnya, kepala negara juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan
yang berlaku. Kepala negara dapat dikenai hukum pidana atas kejahatan
yang dilakukannya dan perbuatan-perbuatannnya yang melampaui batas
kewenangannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori siyasah
dusturiyyah khususnya untuk membedah dan melihat sejauh mana regulasi
kebebasan sipil etnis yazidi di Irag, dimana pengaturan tersebut belum
dirasakan oleh etnis yazidi secara menyeluruh.

2. Teori Siyasah Syar’iyyah

Pada dasarnya, siyasah menurut Bahantsi Ahmad Fathi adalah
pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai
dengan syara’.*® Dalam artian, pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan
mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan
bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan
menjauhkannya dari kemudaratan. Hal ini menegasakan bahwa wewenang
membuat segala bentuk hukum, peraturan da kebijaksanaan yang berkaitan
dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna

mewujudakan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan,

18 Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta:
Rajawali Press) 1997, him. 24.
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dalam artian pemerintah. Karena itu segala bentuk hukum, pengaturan dan
kebijaksanaan siyasah yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat
mengikat.

Sejalan dengan hal tersebut, definisi siyasah lebih dipertegas oleh
Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syariyah sebagai hukum-
hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan
umat sesuai dengan jiwa atau semangat syariat dan dasar-dasarnya yang
universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan. Dalam artian
juga untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan
mereka. Dilain hal untuk mewujudkan dari tujuan tersebut ada beberapa
urgensi dalam pandangan syariat islam, berupa syariat yang diturunkan
Allah untuk melindungi dan tidak boleh dilanggar oleh seseorang.®
Seperti hak hidup, hak milik, hak berkecukupan dalam hidup, hak
keamanan dalam beragama, jiwa, kehormatan diri, masalah-masalah
sosial, keturunan, dan kepemimpinan.?® Dilihat dari tujuan dan objek
kajian siyasah Syar’iyyah tersebut maka peneliti mengambil fokus kajian
hukum-hukum dan hak-hak dalam bukunya Ibnu Taimiyah.

F. Metode Penelitian

Penelitian berupa serangkaian kegiatan yang membantu
pengembangan ilmu lain dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Namun
kegiatan membantu pengembangan ilmu yang lain itu mengandung pernik-

pernik yang masing-masing dapat bervariasi sesuai dengan materi, tujuan

19 Yusuf Al-Qardhawy, Figih Daulah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah,
(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar) 1997, him. 71.

2 |bnu Taimiyah, Siyasah Syar’iyah: Etika Politik Islam, (Surabaya: Risalah
Gusti) 1995, hal. 139.
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sifat dan cara penelitiannya.?! Untuk itu peneliti memaparkan beberapa
metode yang akan digunakan dalam kajian penelitian ini:
1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini  merupakan penelitian pustaka (library
research) yang dimana objek kajian-nya adalah Kebebasan Sipil di Iraq
(Studi Aksi ISIS Terhadap Minoritas Kristen Yazidi) berdasarkan data
yang dikumpulkan pada buku, artikel, skripsi, paper dan jurnal.
2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis ini
merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menguraikan, dan
menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti.?? Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang regulasi Kebebasan
Sipil di Irag (Studi Aksi ISIS Terhadap Minoritas Kristen Yazidi) dan aksi
ISIS terhadap etnis Yazidi kemudian di analisis dengan siyasah
dusturiyyah dan siyasah syar’iyyah.
3) Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan normatif yang
menjadi fokus kajian dari penelitian ini yakni Regulasi Kebebasan Sipil di
Irag (Studi Aksi ISIS Terhadap Minoritas Kristen Yazidi). Pendekatan ini
merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati
permasalahan dari segi hukum dan norma.

4) Teknik Pengumpulan Data

2L F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, (Yogyakarta: CV Granda) 2017, hal. 8.
22 Sukandarumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti
pemula, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012) hal. 104.
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Teknik pengumpulan data di kumpulkan dan dicermati dari aspek
validitas dan relevansinya dengan objek kajian yang kemudian diuraikan
dengan sistematis. Data-data penelitian ini :

Pertama, Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah
tentang regulasi kebebasan sipil di irak dan aksi ISIS terhadap minoritas
Kristen Yazidi.

Kedua, Data Sekunder, penelitian dalam skripsi ini diambil dari
buku-buku, jurnal, artikel, serta karya ilmiah yang akan dikaitkan dengan
teori siyasah dusturiyah dan siyasah syar’iyyah.

5) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data
kualitatif. Analisis data ini juga bersifat deduktif yakni penyusun
memaparan hal-hal yang bersifat umum kemudian menyebar ke hal-hal
yang Kkhusus. Data yang telah diperoleh disusun kemudian
mendeskripsikannya dengan aksi yang dilakukan kelompok ISIS. Dengan
demikian penulis dapat memudahkan untuk menganalisis permasalahan
tersebut dengan teliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengurai dan menjawab pokok masalah dalam skripsi ini,
penulis menyusunnya dalam beberapa bab. Masing-masing bab di
antaranya ialah;

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan
skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab; latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
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Bab kedua membahas dan mendeskripsikan tentang regulasi
kebebasan sipil dan membahas tentang teori siyasah dusturiyah serta teori
siyasah syar’iyyah bermaksud untuk menjelaskan teori-teori yang akan
dipakai untuk mendalami regulasi kebebasan sipil tersebut sekaligus
melihat prosedur perundang-undangan yang bertentangan.

Bab ketiga membahas dan menjelasakan pandangan siyasah
dusturiyah dan siyasah syar’iyyah tentang aksi ISIS terhadap minoritas
Kristen Yazidi yang mengacu kepada kebebasan sipil dan Hak Asasi
Manusia serta latar belakang terjadinya aksi tersebut dan kebebasan sipil
yang menjadi fokus kajian.

Bab keempat membahas tentang analisis teori yang akan dikaji
oleh penulis yang berkaitan dengan teori siyasah dusturiyah dan mencoba
mengaitkan teori tersebut dengan aksi ISIS terhadap minoritas Kristen
Yazidi serta pandangan siyasah syar’iyyah tentang pemaksaan
berkeyakinan yang dilakukan ISIS. Analisis ini didukung dengan data-data
yang sudah ada. Sehingga penulis dapat mengungkapkan fakta penelitian.

Bab kelima, penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran

dari uraian penulis skripsi ini.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan sistem tatanegara bahwa negara dan pemerintah
bertanggung jawab dalam keadaan apapun terhadap masyarakat, dengan
menunaikan segala amanah. Dalam artian seperti aksi berkeyakinan yang
dilakukan ISIS terhadap etnis Yazidi, pemerintah Iraq harus mengatur hal-
hal yang menjadi hak-hak masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam sistem pemerintahan. Kemudian, untuk menjunjung tinggi tujuan
negara sebagaimana dikatakan untuk menegakkan kehidupan yang utuh
dan sempurna, bahwa semua masyarakat mentaati peraturan yang telah
ditetapkan negara, tanpa memandang persamaan hak yang ada, perbedaan
bahasa, suku dan warna kulit.

Disebutkan juga dalam pemerinthan Islam bahwa, setiap orang
dalam pengertian masyarakat tidak diperbolehkan mencari kekuasaan dan
kedudukan, dengan mengerjar jabatan untuk memimpin. Dijelaskan juga
bahwa kelompok ISIS berusaha keras untuk mendirikan khalifah atau
negara Islam dalam sebuah negara, dengan cara mempromosikan
pemimpinnya sebagai pemimpin dunia, dengan menjatuhkan negara-
negara yang bertentangan dengan syariat Islam. dilain hal juga ini sangat
bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan dari suatu negara.

Kesimpulannya, pertama jika dilihat dari kacamata Siyasah
Dusturiyah mengenai regulasi kebebasan sipil di Iraq tersebut tidak sesuai
dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah. Dilihat dari

konsteksnya, Siyasah Dusturiyah dalam sistem pemerintahan, perumusan
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perundang-undang. Dimana kebebasan sipil warga Iragq diatur dalam
konstitusi Iraq tahun 2005, namun pada prinsipnya pengaturannya kurang
efektif, sebagai contoh terlihat sejak konstitusi tersebut diundangkan masih
banyak terjadi pelanggaran di wilayah Iraq.

Kesimpulan kedua, dilihat dari pandangan Siyasah Syar’iyyah
pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS, tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip Siyasah Syar’iyyah, yaitu:

1. Aksi pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS tersebut dilihat
dari Siyasah Syar’iyyah, sangatlah bertentangan dari apa yang di
ajarkan dalam Islam, menyangkut juga dalam masalah
bertentangan dengan jiwa, sebagaimana dijelasakan salah satunya
adalah adannya kebebasan berkeyakinan dalam jiwa seseorang.

2. Sebagai masyarakat, ISIS harus mentaati peraturan yang telah
ditetapkan dalam sebuah negara.

Aksi pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS memang tidak
sesuai dengan teori Siyasah Dusturiyah, dalam totalitasnya, kewajiban
manusia kepada Allah menyangkup juga kewajibannya kepada setiap
individu yang lain. Maka secara umum hak-hak setiap individi itu
dilindungi oleh segala kewajiban dibawah hukum llahi. Sebagaimana
suatu negara secara bersama-sama dengan rakyat harus tunduk kepada
hukum, yang berarti negara juga harus melindungi hak-hak individual.
Pada akhirnya, bahwa adanya kewajiban antara satu individu dengan
individu lainya, termasuk juga dalam masalah bermasyarakat.

Sejalan dengan sejarahnya bahwa pembentukan konstitusi Irag

tidak terlepas dari bangkitnya masyarakat Iraq terbebas dari keterpurukan
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dan membangun bangsa hukum. Walaupun konstitusi ini telah di
berlakukan dengan sebuah cita-citanya, masih banyak terjadinya
penindasan penindasan di wilayah Iraq. Usaha pemerintah Iraq tidak
begitu berhasil dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di Iraq, seperti
menyangkut kebebasan sipil masyarakat. Melalui konstitusi Iraq yang
berlandaskan berdasarkan Islam dalam sumber-sumber hukumnya. Militan
ISIS menyerbu desa-desa Yazidi, membunuh masyarakat etnis Yazidi
karena mereka tidak mempercayai agama Islam.

Sejalan dengan pemberlakukan konstitusi tersebut, hal-hal yang
ingin dicapai dalam sebuah negara tidak begitu membuahkan hasil yang
bagus dalam pemerintah Irag. Terlihat dimana berbagai kasus kekerasan
yang terjadi di Irag. Salah satunya kasus mengenai enis Yazidi yang
mencuri perhatian dunia internasional. Dilihat dari Siyasah Dusturiyah
jelas bahwa sistem pemerintahan atau regulasi yang dimiliki pemerintahan
Iragq tidak sesuai dengan Siyasah Dusturiyah, salah satunya pengaturan
kebebasan sipilnya. Dimana tidak adanya pengaturan serius antara warga
minoritas dan warga mayoritas, serta masyarakat muslim dan nonmuslim.

Menurut konstitusi Iraq tahun 2005 pasal 14 menyatakan bahwa
Irag adalah sama didepan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan jenis
kelamin, ras, etnis, kebangsaan, asal, warna kulit, agama, sekte, keyakinan
atau pendapat, atau status ekonomi atau sosial. Pengaturan mengenai
persamaan warga negara didepan hukum telah diatur, namun pengaturan
lebih lanjut mengenai pelangaran mengenai pasal tersebut tidak diatur
sehingga masih terjadi masalah, seperti kasus mengenai etnis Yazidi

tersebut.
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B. Saran

Dilihat dari beberapa laporan media internasional, pada bulan
Agustus 2014 serangan kelompok militan ISIS di daerah Sinjar memakan
begitu banyak korban jiwa bagi keluarga etnis Yazidi. Disisi lain
pemerintah harus berperan aktif dalam menangani aksi yang dilakukan
ISIS tersebut, dimana peran pemerintah sangat dibutuhkan, sebagaimana
pemerintah harus menjunjung tinggi hak-hak warga negara dalam suatu
negara.

Dalam pembahasannya ada beberapa saran yang diusulkan penulis,
melihat pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS serta mengenai
regulasi kebebasan sipil di Iraq, yaitu:

1. Melihat dari sisi regulasi di Iraq bahwa konstitusi Iraq perlu
pengaturan lebih jelas mengenai sanksi pidana bagi yang
melanggar peraturan-peraturan perundangan tersebut.

2. Adanya pengaturan bagi kelompok-kelompok tertentu, seperti
kelompok ISIS.

Aksi yang dilakukan ISIS ini menjadi perhatian dunia
internasional, sebagaimana PBB melaporkan bahwa salah satu aksi
pembunuhan yang dilakukan militan ISIS menjerumus kepada Genonida
suatu kelompok atau etnis tertentu. Lain hal dengan pemerintah Irag, jika
negara lIrag ingin dikatakan sebagai salah satu negara Islam dimana
sumber dasar undang-undang diambil melalui sumber Al-Qur’an dan
hadis, maka pemerintah Iraq harus teliti dalam perumusan suatu undang-
udang, sebagaimana Islam tidak mencerminkan dari apa yang dilakukan

oleh kelompok ISIS tersebut.
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